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bahwa Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang
dikelola dan diselenggarakan dari, oleh,untuk dan
bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
Kesehata, guna  memberdayakan masyarakat dan
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam
memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk

mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Posyandu di Nagari
Binjai Tapan perlu perlu kader Posyandu, vyang
melaksanakan kegiatan Posyandu di Nagari Binjai Tapan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan,;

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis
Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang - undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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mmm Nomor 5188);
'ﬁm undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
ndonesia mzomm 244, Tambahan Lembaran
Nmm Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah  Penyakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447,
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4490);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor
1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat;

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1
Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan
Sehat Di Daerah Tertinggal;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1529 /Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum
Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktil:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor



Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan  sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
1. Pada hari Buka Posyandu

Menyiapkan tempat pelaksanaan, peralatan,
sarana dan prasarana Posyandu termasuk
penyiapan Makanan Tambahan (PMT).
Melaksanakan Pendaftaran Pengunjung
Posyandu.

Melaksanakan Penimbangan Balita dan Ibu
Hamil yang berkunjung ke Posyandu.
Mencatat hasil penimbangan di KMS dan
buku KIA dan mengisi register Posyandu.
Melaksanakan kegiatan penyuluhan
kesehatan dan gizi sesuai dengan  hasil
penimbangan serta memberikan PMT.
Memberikan pelayanan kesehatan dan KB

sesuai kewenanangannya (Memberikan
Vitamin A, Pemberian Tablet Zat besi,oralit, Pil
KB,dll).

Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader
bersama petugas melengkapi pencatatan dan
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heputmﬁn ini dmchankah Fada Anggaran Ptndapatan
elanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana
Nagari atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

n ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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